LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK.

NOMOR : 9 TAHUN 2010

Menimbang

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 8 TAHUN 2010,

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

‘bahwa Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas kegiztan tertenty Pemerintah
Daerah daiam rangka pemberian izin kepada orang pribadi
atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan. pengaturan,
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan
fuang, penggunaan sumber daya alam, barang, nrasarana, .
sarana atau fasilitas tertenlu guna mekndungi kepentingan
Ui dan menjaga kelestarian lingkungan:

bahwa Retribusi Perizinan Tertentu merupakan salah satu
sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai
pelaksanaan pemerintahan daerah :

bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan
prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta
masyarakat, akuntabilitas = dan transparansi  dengan
mempeitiatikan potensi daerah -

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, huruf b, dan huryf ¢, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu ;
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Undang-Undang Nomor33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara  Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438} ; B :

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Fenataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) ; ' -

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomc: 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025) : .

Undang-Undang Nomor 28 Tahuin 2009 lentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indoresia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan .Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049) ; '

Undang-Undang Nomor 32 .Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059; ;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik tndonesia Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahur 2010 (Lembaran Negara Republix indonesia Tahun
2010 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara  Repuplik

-Indonesia Nomor 5145} ;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 fentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3527) ; :

Peraturan Pemenintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang
Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, ‘Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tzhun 2002
Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

IR . ‘ 20



Mengingat -

Undarig-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 78, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia
Nomer 3209) ; . '

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun 1984 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negaia Reoublik Indonesia Nomor
3274) ; s : '

Undang-Undang - Nomor 28 Tahun 1985 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomeor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomer 3851) ; ' : :

Undang-Undang Nomor 23 Tanun 2000 tentang Pembenlukan
Propinsi Baniten (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4010) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tzhun 2002 tentang Bangunan
Gedung {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247) :

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 MNomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

Jnoang-Undang Normor 31 Tahun 2004 tendang Perikanan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4432) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomaor 45
Tahun®2009  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomer 154, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5073) ; .

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenlang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repubfik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diuhah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik tndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambaham
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) , :
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_Nomor 4230) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2065 tentang
Peraturan Pelaksaraan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia . Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran .
Negara Republik indonesia Nomor 4352) ; '

Peraturan Pemerintah Nomor 58 -Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia- Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

-Negara Republik Indonesia Nemor 4578) ;

Peraturan Pemerintzh Nomor 78 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia .
1ahun 2005 Nomor 1G5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4563} ; ‘

Peraturan . Pemerintah Nomor 38 Tahun = 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan' Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ota (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2007 Nomor B2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkal Ml Lebak
Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai
Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap
Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan
Pidana (Lembaran Daerah Kabupalen Daerah Tingkat H Lebak
Tahun 1986 Nomor 3 Seri ) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Dacrah Tingkat |l Lebak Nomor
12 Tahun 1388 tentang Garis Sempadan Panlai dalam
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Il Lebak {Lembaran
Daerah Tingkat Il Lebak Tahun 1588 Nomor 8 Seri D) :

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Lebak Nomor
2 Tahun 1989 tentang Garis Sempadan dalam Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat Il Lebak (Lembaran Daerah Tingkat
I Lebak Tahun 1983 Nomor 7 Seri D) ; .

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 13 Tahun 2006
ignlang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk HuKum
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006
Nomor 13 ;

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pengelotaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
' 202
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2.

. Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 15) ; . .
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2007
- fentang Penetapan Urusan Femerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak {Lembaran Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 8) ; E

28. Peraturan Daerah Kzbupaten Lebak Nomor 10 Tahun.2007
tentang Pembentukan, Organisasi dan. Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Ksbupaten
Lebak Tahun 2007 Nomor 10) ;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 17 Tahuri 2008

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak
(Lembaran Daerah Kabupaten Lebak ahun 2008 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersarha
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK
dan

BUPAT! LEBAK

MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUS! PERIZINAN
TERTENTU.
BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Daeraﬁ adalah Kabupaten Lebak.

Pemerintah Daerah adalah Bupali besera pérangkal daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Lebak.
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjulnya disingkat DPRD, adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak. : o
Satuai Kefja Perangkat Daeranh yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah yang bertanggungjawab dan berwenang dalam melaksanakan

pengelolaan dan pemungutan pajak daerah.

Pejabal adalah pegawai yang diberi tdgas tertentu’ di ‘bidang perpajakan
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modat yang merupakan kesatuan, baik
yang melakvkan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi -
profesi atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. . - S

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah
sebagai pembayarar atas jasa alau pemberan izin terteniy yang khusus
diseciakan danfetau diberikan oleh Pemerintah Dasrah untuk kepentingan orang
pribadi atau Badan.

Perizinan Tertentu adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah kepada -
orang pritadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan
alas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,
prasaana, sarana alau fasilitas terlentu guna melindungi kepentingan umum dar
menjaga kelestarian tingkungan.

Bangunan adalan suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah
kegiatan manusiz yang ditanam atau dilekatkan atau melayang dalam suatu
iingkungan secsra feiap sebagien atau selurvhnya pcde, di atas, di bawah
permukaan tanah, dan aiau perairan yang berupa bangunan. '

Bangunan Gedung acalah wujud fisik hasit pekerjaan konstruksi yang menyatu
dengan tempal kedudukandya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau
di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia metakukan
kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal. kegiatan keagamaan, kegiatan
usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. ‘

Bangunan-bangunan adalah perwujudan fisik arsitekiur yang meliputi Bangunan
Hunian Manusia dan Bangunan yang Bukan Hunian Manusia.

Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadahan banguran seluruhnya atau

sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun alau meratakan tanan yang
berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
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Mengubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan alau menamhah banguhan
yang ada, termasuk membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti
bagian bangunan tersebut. S _— ‘

Garis Sempadan adaiah garis pada halaman pekarangan perumatan yang ditarik
sej2jar dengan as jalan, tcpi‘sungai, atac as pager dan merupakan batas antara
bagian kaviing/ pekarangan yang boleh dibangun dan yaig tidak boleh dibangun

" bangunan,

Jarak Garis Sempadan adaiah jarak minimal untuk mendirikan bangunan, pagar

. dan atau sejenisnya yang diukur dari as jalur jalan, re! kereta api, tepi sungai, tepi

pantai, danau atau situ, saluran irigasi, lintasan kabel listrik tegangan
tinggi/menengah/rendah, instalasi pinra minyak, pipa gas dan pipa air.

Tinggi Bangun,a'n adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, di mana

‘barigunan tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak dari bangunan.

Izin Mendiikan Bangunan adalah perizinan yang diberikari oleh Pemerintah
Daerzh kepada pemilik bangunan .gedung untuk membangun baru, mengubah,
memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan
persyaratan administratif dan persyaratan ieknis yang berlaky.

. Retribusi Izin Gangguan adalah Retribusi yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah

dalam rangka pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau
Badan yzng dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan,
termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus
untul: mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atay kesehatan
umum, memelihara kelertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan
kesehatan kerja.

Trayek adalah lintasan kendarazn untuk pelayanan Jasa angkutan orang dengan
mobil bus, mobil penumpang, dan angkutan khusus yang mempunyai 2:al dan
tujuan perjalanan tetap dan jadual tefap maupun tidak tefjadual dalam wilayah
Daeruh.

Kendaraan adalah sualu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan
Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.

Kendaraan Bermolor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oieh peralatan
mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Kendaraan Bermotor Umum adalah seliab kendaraan yang digunakan unluk
angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

Angkutan Kendaraan Umum adaiah kendaraan bermotor yang disediakan untuk
dipergunakan oleh umum dengan dipungut bay_aran. .

Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang ményedjakan jasa
angkutan crang dan/atau. barang dengan Kendaraan Bermotor Umum,

205 .



r

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32
33

35.

36.

37.

38.

lzin Trayek adalah pemberian izin kepada orang.pribadi atau Badan yang

- menyediakan pelayanar angkutan penumpang umum pada sualu trayek tertenty.

zin Insidentil adalah pemberian izin pemakaian jalan di luar jalur dari izin trayek
yang telah diberikan. :

kan adalah s'ega!a jenis organisme yang seluruh éltau sebagian- dari sikius
hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelelaan dan .
pemanfaatan sumbsr daya ikan dan lingkurigannya mulai dari praproduksi,
produksi, pengolatian sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu
usaha perikanan. ‘ '

Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk
menangkap atau memtudidayakan ikan, " termasuk kegiatan menyimpan,
mendinginkan atau mengawetian ikan untuk tujuan komersil.

Perusahaan Perikanan Indonesia adalah peruéahaan yang melakukan usaha
perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara indonesia atau Badan Hukum
Indonesia.

Nelayan adaiah orang yang rﬁata pencahariannya melakukan penangkapan ikan,

Pembudi Daya lkan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan
pembudidayaan ixan. '

Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak
dalam keadaan dibudidayakan, dengan alat atau cara apapun yang diperkenankan
oleh peraturan perundang-undangan termasuk kegiatan yang menggunakan kapa}
untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah,
dan/atau mengawetkannya.

Fembudidayaan 'kan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan danfatau
mermbiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol,
termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut,
menyimpan, mendinginkan: menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.

Pembudi Daya lkan Kecil adaiah orang yang mata pencahariannya metakukan
pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kapal Perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk
melakukan penangkapan ikan mendukung “operasi penangkapan jkan,
pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengoiahan ikan, pelatihan perikanan

den penelitian/eksplorasi perikanan.

Kaph! Penangkap lkan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk
menangkap ikan, termasuk menampung. menyimpan, mendinginkan, dan/atay
mengawetkan.
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46.

Kapal Pengangkut Ikan adalah’ -kapai yarg secara -khusus. dipergunakan
mengangkul ikan, termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan
dan/alau mengawetkan. _ , ' N

Sural Izin Usaha Perikanan yang selanjulnya disetul SIUP,-adalah Izin tertutis
veng harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha norkanan
dengan menggunakan sarana produksi yang tercantumn dalam Izin terseput.

Perluasan Usaha Penangkapan Ikan adalah penambahan jumiah kapal perikanan
dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkailan yang belum lercantum
dalam SIUP.- :

Perluasan Usaha Pémbudidayaan lkan adaizh penambahan areal lahan dan/atau

- penambahan jenis keqiatan usaha yang belum tarcantum datam SIUP.

Surat Izin Penangkapan lkan yang selanjutnya disingkat SiPl, adalah Izin tertulis
yang harus dimiiiki oleh setiap kapal perixanan urwk melakukan- penangkapan

“ikanr yang merupakan bagiari yang lidak-terpisahkan dari SiUP.

Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKP|, adalah Izin
tertulis yang harus dimiliki oleh setiap kapal perkanan untuk melakukan
pengangkutan ikan.

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya disingkat ZEEI, adalah jalur
yang di luar dan berbatasan dengan laut teritoria! Indonesia sebagaimana
ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia
yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas
teruar 200 (dua ratus) mil laut yany diukur dari garis pangkal laut teritorial
Indonesia.

Wilayah Pengelolaan Perikanan selanjutnya disingkat WPP adalah Wilayah
Pengelelaan Perikanan Republik Indonesia.

Wajib Retribusi adalah orany pribadi atau Badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untut melakukan pembayaran retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertent:,

Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribads atau Badan yang menurut
keteniuan peraturan pe:undang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Perizinan

Terlentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan balas waklu
bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan fertentu dar

Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Sdrat Setoran Retribusi Daerah. yang selanjuinya disingkat SSRD, adalah bukti

- pembayaran atau peryetoran reiribusi yang telah dilakukan dengan meingaunakan

formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk cleh Bupati.
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Sural Ketetapan Relribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah sural
ketetapan retnbusn yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang
terutang. , :

Sural Ketetagan Relnbusr Daerah Lebuh Bav*r yang selanjulnya dns.ngkal

SKRDLE, adalah surat ketetapan reiribusi yang menentukan jumiah keiebihan

pembayaran retribusi karena jumiah kredit retribusi lebih besar danpada retribusi

yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjulnyé disingkat STRD, adalah surat .
untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sank5t admmnstrauf berupa bunga
dan/atau denda: .

Pemeriksaan adalah. serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewaiican perpajakan daerah dan refribusi danfatau untuk tujuan fain dalam-
rangka melaksanakan keteniuan peraturan perundang- undangan perpajakan
daerah dan retribusi daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retﬁbusi adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari seria
mengumpulkan bukti yang dengan bukfi itu membuat terang tindak pidana. di _
bidang perpajakan daerah dan retribusi yang tefjadi serta ‘meneémukan
tersangkanya.
BAB 1l
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Bagian Kesatu
Jenis Retribusi Perizinan Tertentu
. Pasal 2
Jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini adalah:
Retribusi kzin Mendirikan Bangunan ;
Retribusi Izin Gangguan ;

Retribusi Izin Trayek ; dan
Retribusi [zin Usaha Perikanan.

a0 o

Jenis ‘Retribusi Perizinan Tertentu selain yang diatur dalam Peratluran Daerah ini
ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri yang berpedoman pada pneraturan
perundang-undangan.

208



. Pasal 3
Seliap jenis Relribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan ‘sebagai
Retribusi Penizinan Tertentu: . : . -

Bagian Kedua
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- Paragraf1 -

Nama, Objek, dan Subjek
Retribusi izin Mendirikan Bangunan

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran
atas i
- pemberian izin mendirikan bangunan. -

Pasal 5.

o) Objek Retribusi fzin Mendirikan Bangunan adaiah perﬁben'an izin untuk mendirikan
suatu bangunan. ’

2 Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan
desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan
rencanz teknis bangunan dan rencana tata riang, dengan memperhatikan luas
fantai bangunan, volumé/besarar, indeks, indeks terintegrasi, tingkat kerusakan,
harga satuan retribusi bangunan gedung, harga retribusi prasarana bangunan
gedung. indeks bangunaii bary, seria pengawasan penggunaan bangunan yang
meliputi pemeriks2an dalam -rangka inemenuhi syarat keselamatan bagi yang
menzsmpati bangunan tersebut. - :

3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adatah
pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasalé
Subjek Refribusi Izin Mendirikan Bangunah adalah orang pribadi atau Badan yang
memperoieh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingl'(at'Peng'gunaan Jasa

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ,
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Pasal 7

1

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi lzin Mendirikan Bangunan diukur berdssarkan
luas lantai bangunan, volume/besaran, indeks, indeks terintegrasi {yang meliputi iungsi
bangunan, . kiasifikasi bangunan, dan waktu penggunaan}, tingkat kerusakan, harga
satuan ratribusi bangunan gedung, harga satuan relribusi prasarana bangunan gedung
dan indeks pembangunan baru. ' '

' Paragraf3 .

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan.Besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

‘Pasalg

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tari¢ Retribusi izin Mendirikan Bangunan
ditetapkan pada tujuan. untuk  menutup sebagian atau seluruh biaya
penyelenggaraan pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

2 Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum,
peratausahaan, dan biaya-dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

" Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi lzin Mendirikan Bangunan

Pasal 9
(1) Struktur dan besamya tarif Retribusi lzin Mendirikan Bangunan untuk biaya
pembinaan penyelenggaraan bangunai ditetapkan dengan fumus sebagai
berikut : :

Retribusi pembangunan bangunan geduhg bary :Lxkx1,00x HSs;

a.
b. Retribusi rehabilitasifrenovasi bangunan gedung LxhxT,x HSpq
c. Retribusi prasarana bangunan gedung PV xhx 1,00 x HSpeg
d. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung : V x I x T, x HSgbg
Keterangan :
L = Luas lantai bangunan gedung
\Y = Volume/besaran (datam satuan m', m*; unit)
! =Indeks
L = Indeks terintegrasi
T = Tingxat kerusakan ,
0,45 uniuk tingkat kerusakan sedang
10.65 untuk tingkat kerusakan beral
HSyy = Harga Satuan retribusi bangunan gedung (hanya 1 larif
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(3)

M

)

untuk seiiap kabupaten) -

HS g = Harga Saluan retribusi prasarana bangunan gedung
1.00 = Indeks pembangunan bary

. Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pado avat (1)

ditambab dengan biaya administrasi sebesar Rp. 400.000,00 {empal ratus ribu

_tupiah) per sel dan biaya pengadaan alau pencetakan formulic per sel dengan

rincian. sebagai berikut ;

a.  Bangunan gedung pada umumnya : .
- bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana {rumah inti
tumbuh dan rumah sederhana sehal), dan- rumah deret sederhana
sebesar Rp. 50.000,00 ({lima puluh ribu fupiah) per set :
bangunan gedung hunian rumah tinggal lunggal sederhana dan rumah
deret — sampai dengan 2 (dua) lantai sebesar Rp. 76.000.00 “{tujuh
puluh lima ribu rupiahj per se! -
- bangunan gedung hunian rumah tinggal lidak sederhana 2 {dua) lantai
atau lebih dan bangunan gedung lainnya pada umumnya sebesar Rp.
- 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per sel : , 7
b. Bangunan gedung kepentinrgan umum sehesar Rp. 200.000,00 (dua ratus
ribu rupiah) per set ; , ’
c. Bangunan gedung fungsi khusus sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima
puluh ribu rupiah) per set.

Besaran Harga Satuan Retribusi Bangunan Geadung dan-Harga Satuan Retribusi
Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat {1) adailah
sebagaimana tercantum dclam Lampiran V dan merupakan’ bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Ketentuan mengenai besamya indeks uniuk faktor pengali haroa satuan Retribusi
Izin Mendirikan Bangunan Geoung adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran 1 dan merupakan bagian yang tdak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.

Tabel penetapan indeks terintegrasi penghiiungan besarnya Retribusi IMB
bangunan gedung, tabel penetapan indeks penghitungan besarnya Retribusi IMB
unluk prasarana bangunan gedung, daftar kode dan indeks perhitungan besarnya
Retribusi IMB, dan tabel saluan Relribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah sebagaimana fercantum dalam Lampiran il sampai dengan IV dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Retribusi lzin Gangguan
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Paragraf 1

“Nama, Objek, dan Subjek
. Retribusi Izin Gangguan

Pasal 1 1-‘

Dergan nama Retribusi 1zin Gangguan dipungut Retribusi Izin Gangguan sébagai
-pembayaran atas pemberian izin tempat usahalkegiatan yang dapat menimbulkan
- ancaman bahava, kerugian dan/atay gangguan. ‘ )

Pasal 12’

(1) Objek Retribusi Izin Gangyuan adalah ‘pemberian izin tempat usaharkegiatan
kepada orang pribadi atay Badan yang dapal. menimbulkan ancaman bahaya,
kerugian can/alay gangguan. termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan
usaha secara lerus menerus untuk mencegzh lerjadinya gangguan katertiban,
keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan
memenuhi norma keselamaian dan kesehatan kerja.

(20 Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud bada ayat (1) ad.alah_
lempat usaha/kegiatan yang telah ditentukaq oleh Pemerintah atau Pemerintah
Daerah. - :

Pasal 13
Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin
gangguan dari Pemerintah Daerah terhadap tempat usaha/kegiatan yang dapai
menimbulkan ancaman tahaya, kerugian dan/atai gangguan. . '

Paragraf 2

Cara Mengukui Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Izin Gangguan

e " Pasal 14

(1) Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi 1zin Gangguan diukur berdasarkan luas
ruangan, lokasi dan indeks gangguan serta jenis usaha,

{2)  Penetapan indeks gaﬁgguan didasarkan pada besar kecilnya gangguan dengan
klasiiikasi sebagai berikut : o :

a. - Gangguan tinggi dengan indeks C 5
b. Gangguan sedung dangan indeks 4
€.~ Gangguan ringan dengan indeks 13

(3)  Penetapan Indeks Lokasi berdasarkan pada letak perusahaan dengan kiasifikasi
sebagai berikut : ‘ o . :
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(4)

——
e Y
~or

@

&)

Jalan Negara dengan indeks
Jalan Propirsi dengan indeks
Jalan Kabupaten dengan indeks
Jalan Desa dengan indaks

an o
[ RN XY

Daftar ‘klasifikasi peiusahaan - berdasarkan’ iensilas  gangguan  adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. :

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya tarif Retribusi lzin Gangguan

Pasa! 15

Prinsip dan sasaran daiam penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan
pada tujuan untuk menulup - sebagian alau- seluruh biaya pemberian Izin
Gangguan. : : ‘

Biaya. penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum,
penatausahaan, dan biaya dampak negaltif dari pemberian izin gangguan.

" Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Izin Gangguan dan Tata Cara Perhitungannya

Pasal i6
Struktur dan besamya tarif Retribusi izin .Gangguan- ditelapkan berdasaikan -

perhitungan jurniah perkalian antara luas ruang usaha x Indeks Lukasi x Indeks
Gangguan x Tarif Dasar. .

Penertuan besamya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini didasarkan
pada luas ruang usaha yang ditetapkan sebagai berikut :
a.” Luas ruang usaha 1 sampai dengan 100 m? sebesar Rp. 500,00/ m? ;
b. Luas ruang usaha lebih dari 100 m? sebesar Rp. 200,00/ m?,
Besamya tarif retribusi untuk sétiap Pendftaran Ulang izin Gangguan adalah
sebesar 30% (liga puluh pers_en) dan'_ tarif dasar. :
Bagian Keempat
Retribusi Izin Trayek
- Paragraf 1
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Pasal 22

Struktur dan besarnya tarif Retri-usi Izin Trayek ditetapkan

No. —____ Klasiiikasi
1. 1zin Trayek

duduk 10 seat ;

duduk 12 s.d. 14 seat

2. Daftar Ular:3 Izin Trayek
duduk 10;

duduk 12 s.d. 14 ;

3. Izin Insidenti

duduk 10 s.d 14 ;

duduk lebih dari 15.

sebagai .ben‘kut :

Bagian Kelima

Tarif (Rp) 1

b.  mobil penumpang umum dengan kapasitas lempat

-a. mobil penumpang umum dengan kapasitas tempat|

1 00.000,00

200.000,00

a  mobil penumpang umum dengan kapasilas lempat

b’ mobil penumpang umum dengan kapasitas tempal

50.000,00/tahun

60.000,00%tahun

2. mobil- penumpany umum dengan kapasitas tempat

b mobi! penumpang umum dengan kapasitas tempat

10.600,00

25.000,00

Retribusi 1zin Usaha Perikanan

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek

Izin Ugzha Perikanan

- Pasal 23

Dengan rama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi sebagai pembayaran

atas jasa pemberian Izin Usaha Perikanan.

Pasal 24

{1)  Objek Retribusi lzin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi
atau Badan uniuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan

ikan meliputi : -
a.  Surat fzin Usaha Perikanan (SIUP) ;
b.-  Surat izin Penangkapan lkan (SIPIy ;
c.  Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKP).
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(2) Tidak termasuk objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
“usaha/kégiatan 'di bidang perikanan yang tidak memerlukan izin berdasarkan
peraturan perundang-indangan. :
. ‘Pasal 25

Subjek Retribusi lzin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atauy Badan .yang

- memperoleh Izin Usaha Perikanan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Pengguhaan Jasa
Retribusi Izin Usaha Perikanan

- Pasal 26

(1) Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi SIUP seklor usaha Penangkapan ikan

diukur berdasarkan produktifitas kapal, harga paiokan ikaii, dan skala perusahaan.

' (2)  Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi SIUP sckior usaha pembudidayaan ikan

diukur dari harga jual seluruh ikan hasil pembudidayaan.
{3}  Tingkal penggunaan jasa pzda Retribusi SIPI dan SIKPI diukur nari tarif per GT
dan ukuran kapal menurut jenis kapal.
Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan

Pasal 27

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi izin Usaha Perikanan
didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pemberian izin
Usaha Perikanan.

(2) Biaya pényelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum,
Penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin Usaha Perikanan,

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Izin Usaha Perikanan
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(1)

(2)

Pasal 28

© Struktur tarif retribusi SIUP didasarkan pada rumusan seba’gai bérikul :

a. tarif SIUP sektor Usaha Penangkapan tkan :

a) untuk perusahaan skala kecil -

Taril = 1% x produkiifitas kKapal x harga patokan ikan
b) untuk perusahaan skala besar - ‘

Tarif = 2,5% x produktifitas kapal x harga paiokan ikan

1. bagi kapal penangkap yang berukuran antara 5 s.d10GT:

2. bagi kapal penangkap ikan yang berukuran di bawah 5 GT waijib
mendaflarkan kapalnya.

b. Tarif SIUP sektor pembudidayaan ikan
Tarif = 1% x harga jual seluruh ikan_pembudidayaan

C. SIPI dan SIKP| diperuntukkan bagi kabal berukuran antara 5s.d. 10 GT :
Tauif = Tarif per GT x Ukuran kapal (GT) menurul jenis kapal dan atau alat
{angkap ' ) ' ) '

Penentuan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat' (1) di alas didasarkan pada tarif
per gross tonnage masing-masing komponen dengan rincian sebagai berifut :

| No. Ukuran Kapal/Alat Tangkap "1 Satuan Tarif {Rp.)
1 2 o 3 4
1. SiPI
- Purse Seine, Rawai Tuna, Jaring Insang GT 5.000,00
Hanyut, Huhaie ; .
- Selain tersebut di atas GT 5.000,00
i 2. | SiKPi S 3T 5.000,00
[° SIK ) [ G i 5.000
= - BABIli

WAJIB RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU
Pasal 29

Wajib Relribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi alau Badan yang menurut
ketentuan peraturan peiundang-undangan Retribysi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran Retribusy, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV
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'WILAYAH PEMUNGUTAN
 Pasalio

Retribusi Perizinan Tertenm dipungut di wilayah Daerah,

BABV |
| SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal a1~

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atay SSRD.

BAB VI
PEMUNGUTAN RETRIBUS| PERIZINAN TERTENTU
~ Bagian Kesaty

Tata Cara Pemungutan, Tata Cara pem'bayaran
dan Sanksi Administratif

Paragraf 1
Tata Cara Pemungutan

Pasal 32

~
-
S

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD - atay dokumep lain yann
uinersamakan,

{2)  Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dapat
berupa karcis, kupon, dan kartu langganan,

3) Ketentuan lebih lanjut mengenaj tata Gara pelaksanaan pPemungutan Retribusi
Perizinan Tertentu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Tata Cara Pembayaran
. Pasal 33

(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.
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(2)  Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah_atau tempat lain -yang
ditunjuk sesuai dengan-SKRD. . - o L i

(3  Dalam Hal pembayaran dilakikan di tempat- lain yang ditunjuk, maka . hasil
' penerimaan Daerah dari retribysi tersebut harus disetor ke Kas Umum Daeray
selambat-lambatnya 1 x 24 jam. S - '
-Pa;agraf 3
Sanksi Administrasi
- Pasal34
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waklunya atau kurang membayar,
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen} setiap bulan dari
reiribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan
STRD. ' : : :
Paragfaf4
Tata Cara Pesiagihan

Pasal 35

(1) Penzgihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksnd dalam Pasal 34 didahului
dengan Sural Teguran.

2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal
tindatan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segeia setelah 7 (tujuh)
hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.

{3) Dalam jangka waklu 15 (ima belas) hari kalender setelzh tanygai Surat Teguran/
Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajih Retribusi harus meiunasi Relribusinya
yang terutang. '

(4) Surat Teguran/PeringatdrvSurat iain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang dilunjuk.

Bagian Kedua
Pemanfaatan
‘Pasal -36

(1) Pemahfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk
mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan
yang bersangkutan. '
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Q)]

(2)

- Q)

(4)

15)

(2)

(4)

(5)

Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retnbusn sebagalmana
dimaksud pada ayal (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga -
Keberatan
"Pasal 37

Waijib Retribusi tertentu dapat mcngajukan keberalan hanya kepada Bupatl atau
pejabat yang dntunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dupersamakan

Keberatnn diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan diserta:

_alasan- alasan yang jelas.

Keheratan harus digjukan dalam jangka waklu pating 1ama 3 (tiga} bulan sejak
tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Waijib Retribusi terteniu dapat menunjukkan
bahwa jangka waktu ilu tidek dapal dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya. :

Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah
suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

Pengajuan keberatan tdak menunda kewajiban membayar Retribusi dan
pelaksanaan panagihan Retribusi.

Pasal 38

Bupali dalam jargka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Sural
Keberalan dilerima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan
dengan menercitkan Sural Keputusan Keberatan

Kelemuan sebagaimana dimaksud pada ayal {1} adalah untuk memberikan
kepashan hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus
diben keputusan cieh Bupali.

Kepulusan Bupali atas keberatan dapal berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak, atau menambah besarnya Relribusi yang terutang.

Apabila jangka waklu sebagaimana dimaksud pada ayat {1) lelah lewat dan Bupati
tidak memberi suatu kepulusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap
dikabulkan.

Pasal 39
Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2%
(dua persen} sebuian untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
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(5)

(1)

(2)

- Imbaian bunga sebagaimana dia;naksud pada ayat (1) dihitung séjak butan

pelunagan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB. .
i . BABVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN P'EMB'AY_AR'AN
.Pasal 40 |

Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati. L ' .

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana cimaksud pada ayat (3} telah dilampaui dan
Bupali tidak memberikan suatu keputusan, permohonan  pengembalian
pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, keiebihan
pembayaran Relribusi ‘sebagaimana dimaksud -pada’ ayat (1) langsung
diperhilungkan urtuk melunasi terlebih dahuly utang Relribusi tersebut,

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dalam jangka wakiu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya
SKPDLB atau SKRDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Relribusi dilakukan setelah fowat 2

unga sehasar 2% (dua perseil) setwuian
2las kelerlambalzcn pembayaran kelebihan pembayaran Relibusi.

[ T T T | hevem m b} o b e T -t
(Oiig; olan, pBupat memberikan imbalait O

Keterituan lebih lanjut inengenai lata cara pengembatian kelebihan pembayaran
Relrbusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupat
BAB Vili
KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 41
Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa seteigif
melempaui waktu 2 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali

jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

Kadaluwarsa penégihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
tertangguh jika:



A3)

@

(5)

{1}

2)

(3}

a. diterbitkan Surat Teguran; atau _ '
b.  ada pengakuan ulang Retribusi dari Wajrb Retribusi, baik langsung maupun
tidak langsung.

~-Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagalmana dimaksud pada ayat {2) huruf
a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak langgal d:.e;nnarya Sural Tegufan

tersebut.
Pengakuan utang Retnbusr secara langsung sebagaimana dlmaksud pada ayat
(2) huruf b adalah Waijib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih
mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
Pengakuah utang Retribusi secara tidak Iangsung sebagaiman; dimaksud 'péda
ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wa;nb Rembusn

Pasal 42

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena 'hak untuk melakukan
penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

Bupati menefapkan Keputusan Panghapusan Piutang Retribusi Daerah yang
sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat {1)..

Ketenturn lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Relribusi yaig
sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BABIX

TATA CARA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 43
Bupali dapat membernikan penguranyan atau pembebasan Retribusi.
Pemberian pengurangan"dan‘pembebasar{ retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan memperhatikan parmchonan dari Wajib Relribusi sebagai akibat
adzanya kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan tiaya pelayanan.
Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayal (1) diberikan kepaca
perusazhaan yang testimpa bencana alam, kerusakan fatal akibat adanya
kerusuhan massal -atau perusahaan yaing mengalami kerugian yang dapat

diboldivan

Ketentuan lebih lanjul mengenai tata cara pengurangan dan pembebasan
Retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
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BAB X
PEMBUKUAN DAN PEMERIXSAAN
°asal44

Bupali beiwenang melzkukan pen‘ieriksaan unluk menguji kepatuhan pemenuimén

kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraluran peru'\dar.g-undangan

tentang Retribusi Daerah.

Waijib Retribusi yang diperiksa wajib: -

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang
.menjadi dasarnya dan dokuvmen lain yang berhubungan dengan objek
Retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki lempal atau ruangan yang
dianggap periu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan,
dan/atau

C. memberikan kéterangan yang dipesdukan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur Gengan

Peraturan Bupati.

BAB XI
INSENT!IF PEMUNGUTAN
Pasal 45

Instansi yang melaksanakan pemungutan Retnbust daiat diberi insentif atas dasar
pencapaian kinerja lerteniu.

Pemperian insentif sebagaimana dimaksud pada ayal (1) ditetapkan melalui
Anggaran Pendapetan dan Belama Daerah

Tata cara pemberian dan pemanfaatlan insent! sebojaimana dunaksud pada ayat

(1) mengacu pada ketenluan peraturan perundang-uidangan yang berlaku,

BAB Xl

PENINJAUAN KEMBAL! TARIF
RETRIBUS! PERIZINAN TERTENTU -

Pasal 46
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Tacif Reiribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali

Peninjavan larif Retribusi sehagaimana dimaisud

pada ayat (1) dilakukan dengan

memperhatikan indeks harga dan perkcmbangan perekonomian.

Penétapan tarif Relribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan

Peraturan Bupali.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 47

Péjabat Pegawai Negeri Sipil tertenty di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang Relribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum
Acara Pidana. = - '

Penvidik sébagaimana dimaksud :iada ayal (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri
Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayal (1) adalah:

a.

menefima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau labcian

berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar

keterangan 3alau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

menelli, mencari, dan mengumpuikan keterangan mengenai orang pribadi

atau Badan ientang kebenaran perbualan yang dilakukan sehubungan

dengan tindak pidana Retribusi Daerah; :

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi alau Badan

sehubungan dengan tindak pidana di bidang Relribusi Daerah;

memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak

mdana di bidang Retribusi Daerah;

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,

pencatalan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan

bukti tersebut; .

merninta bantuan teraga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan

tindak pidana di bidang Ratribusi Daeral:

menyurult berhenti dan/alau melarany sescorang meninggalkan ruangan

Giau tempat pada saal pemariksean sedang beriangsung dan memeriksa

idenlitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

memotrel seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi

Daerah;

memanggii orang untuk didengar kelerangannya dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi; . )
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i menghentikan penyidikan; danlatéu

K. melakukan tindakan lam yang periu untuk kelancaran penyldlkan tindak I.
pidana di bidang Retribusi Daerah sesuav dengan ketentuan peraturan
rundang-undangan
(4)  Penyidik sebaga:mana dimaksud pada ayat \1) memberitahukan dlmu!amya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum
melaiui Penyidik pejabat Polisi’ Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Psdana
BABXIV
KETENTUAN PIDANA
' Pasal 48
Wajib-Retribusi yang tidak metaksanakan kev,vajiba'nnya sehingga herugikan keuangan
Daerah diancam pidana kurunga:i-paling lama 3 (liga) butan atau pidana denda paling
banyak 3 (tiga) kali jumiah Relribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
Pasal 49

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 merupakan penerimaan negara.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50
Pada saatl Peraturan Daerah i berléku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan
Peraturan Daerah tentang Relribusi Perizinan Terteniu masih dapat dilagih setama jangka
waklu 5 {lim=a) tahun terhilung sejak saal-lerutang.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasa! 51

Dengan bertakunya Peraturén Daerah ini, semu2 peraluran yang mengatur mengenai

pelaksar*aannya dinyatakan tetap bertaku sepanjang tidak bertentangan atau belum aiganti
dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
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Pasal 52
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai bertaku: ,

a. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 41 Tahun 2000 tentann Retnbusi Izin .
Trayek sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebai
Nomor 18 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor
18) ; .. : . ) '

b.”  Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 41 Tahun 2001 lentang Izin Gangguan’
dan Tempat Usaha sebagaimana diubah’ tzrakhir dengan Peraturan Daerah

-Kabupaten Lebak Nomor 18 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak

..~ Tahun 2006 Nomor 18) sepanjang mengenai retribusi izin ‘gangguan ;

€.~ Perawran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 11 Tahun 2002 tentang lzin
mendirikan Bangunan sebagaimana -diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 MNsmor 9. Seri 0 ;
dan : T - :

d. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2009 tentang.Retribusi lzin
Usaha_ Perikanan. {Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009 Nomor.3)
sepanjang mengenai retribusinya ; S '

dicabut dan dinyatakan tidak berfaku.
' - Pasal 53
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundéngkar-.

Agar setiap‘ orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan ¢ Ranghasbitung
Pada tanggal 18 November 2010

BUPATILERAK,
Cap/id

H. MULYADI JAYABAYA

j ‘/EFFFNDI

BUPATEI LEBAK TAHUN 2010 NOMOR 9.
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PENJELASAN
) ) "ATAS oo
NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG
RETR!E.B PEWHNTE!TE‘I’U

UmMum
Berdasarkan ketentuan * Undang-Undang Nomor .32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahannya-untuk meningkatkan efisiensi dan efektlvnas

penyelenggaraan pemenntahan dan pelayanan kepada masyarakat

Untuk menyeienggarakan pemerintahan di Daerah, Pemerintah Daerah berhak
mengenakan pungutan kepada niasyarzkat. Pelaksanaan pemungutan Pajak
Daerah di daerah harus ditetapkan dalam suatu Pevaturan Daerah yang mengacu
kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Rembusn Daerah.

" Berbeda dengan Pajak Daerah yang bersifat closc list, bagi Retribusi masih

dibuka peluang untuk dapat menambah jenis retribusi selain yang ditetapkan -
dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-
Undang tersebut dan Perawran Pemerintah yang merupakan peraturan
pelaksanaannya. Adanya peluang untuk menambah jenis Retribusi dengan
Peraturan Pemerintah juga dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi
pelayanan dan perizinan dan Pemerintah kepada Daerah yang juga diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Bagi pelayanan penizinan tertentu olgh FPemerinlah Daerah yang dimaksudkan
untuk  pengaturen  dan  c2nemwasan algs  kegiatan  pemaniaatan  ruang,
penggunaan sumber daya alam bararyg. prasarana. sarcna dan fasititas tertentu
guna melindungi kepentingan cmum dar menjaga keleslarian lingkungan. Daerah
menganakan pungutan kepada orang alau badan yang menikmal pelayanan
tersebul yang kemudian dijolengran padz HEetnbus: Penzinan Tertentu

Dari 5 (lima} jenis Retribusi Penzinan Tenentu dalam Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009, Pemzrintah Daeiah hanya memungul 4 (empat) jenis Retribusi
Perizinan Tertentu yang diatur dalam Peraturan Daerah ini. Sedangkan 1 (satu)
jenis Retribusi Perizinan tertentu lainnya yailu Relribusi fzin Tempat Penjualan
Minuman Beralkohol batum diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Semuia pengaturan mengenai Retribusi Perizinan Terlenly masih tersebar dalam
beberapa peraturan daerah (saiu jenis Retribusi Perizinan Terientu diatur dalam
satu Peraturan Daerah). Saal ini, pengaturan mengenai Relribusi Perizinan
Tertentu diintegrasikan dalam satu Peraturan Daerah saja yailu Peraivran Daecah
tentang Relribusi Perizinan Tertentu.
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~ PASAL DEMI PASAL

Pasal 1'
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3 "
Cukup jeias.

Pasal 4 : . o
‘Menirikan bangunan termasuk di dalamnya adalah membangun baru, mengubah,
memperluas, mengurangi dan/atayu merawal bangunan gedung sesuai
persyaratan administratif dan tekais yang bertzku.

" Pasal 5

Ayat (1) . L
Objek yang dikenakan calam Retribusi jzin Mendirikan' Bangunan Gedung adalah
kegiatan Pemenntah Daerah dalam rangkz pembinaan melalui pemberian izin
untuk biaya pengendalian penyelenggaraan yang meliputi pengecekan,
pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penalausahaan pada bangunan
gedung dan prasarana bangunan gedung.

Ayal (2)

Cukup jelas

Ayal (3}
Cukup jelas

Pasal 7
Cunup j@ias.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas
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Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Gukup jelas.

Pasal 14 = -
.Cuk_up jelas.

_Pasal1s
Cukup jelas.
‘Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18

.Cukusp jelas.

- Pasal 19 . _
Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jolas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25
Cukun jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.”

Pasal 27

Cuniip jelas.

. 229



Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

. Cukup jelas.

. Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 24

~ Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal-36

. Cukup jelas.

Pasa! 37

Cuhkup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup ieias.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.
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Pasal 44
- Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1) : : ‘ : . ,
Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan® adalah
dinas/badanfembaga yang tugas pokck dan fungsinya melaksanakan
pemungutan Pajak dan Retribusi. o ' :
Ayat (2)

Pemberian besamya insentif dalakukan malalui pembahasan yang dilakukan oleh

Pemerintah Daerah.dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
yang memb:dangl masalah keuangan

 Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2}
Cukup jelas.

Ayal (3)

Dalain hal besarnya tanf retriousi yang telah d;tetapkan dalam Peraluran Daerah
perlu disesuaitan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau
besarnya tarif tidak efextif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut,
Bupali dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 47
Ciikup jcias.
Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jeles.
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LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

1.

2.

Nomor : 9 Tahun 2010
Tanggal 18 November 2010 .
Tentang  : Retribust Perizinan Tertentu

DAFT AR INDEKS UNTUK FAKTOR PENGALI HARGA SATU
RETRIBUSI IZ!N MENDIRIKAN BANGUNAN '

Indek., Keglaian mellpuu keglatan

. Bangunan Gedung :

1) Pernbangunan bangunan gedung baru sebesar 1 .00;

2) Rehabilitasi/Renovasi :

a) Rusak sedang, sebesar. 0,45 : R

b) Rusak berat, sebesar 0.G5.
3) . Pelestarian/Pemugarar : A

a) Pratama, sebesar 0,65;

b) Madya, sebesar 0.45;

<) Utama, sebesar 0,30,

. Prasarana Bangunan Gedung :’

1) Pembangunai baru besar 1,00 ;
2) Rehatilitasi/Renovasi :

Rusak sedang, sebesar 0,45 :

Rusak berat, sebesar 0,85.

a)
b)

Iindeks parameter, meliputi :

a.

Bangunan Gedung :

1) Indeks Parameter fungsi Dangunan gedung d:telapkan untuk :
'nrvev parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk :

a\

b)
c)
d)

it

indeks 0,05 untux rumah linggal funggal scderhana,
meliputi inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan
rumah deret sederhana ; dan

indeks 0,05 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal
lunggal sederhana dan rumah deret sederhana.

Fungsi Keagamaan, sebesar 0,00 :
Fungsi Usaha.sebesar 3,00 ; ,
Fungsi Sosial dan budaya, sebesar 0,00 dan 1,00 :

Indeks 0,00 untuk bangunan gedung milik Pemerintan
dan Pemerintah Daerah, meiiputi bangunan gedung
kantor lembaga eksekulif, I=gislalif, dan judikatif ;

Indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan
budaya selain bangunan gedung milik Pemerintah dan
Pemerintah Daerah.

Fungsi khusus, sebesar 2,00 ;
Fungsi gandalc;ampurap. sebesar 4,00,
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2)

3)

Indeks parameter Klasif kasi bangunan gedung dengan bobot masing-
masing . terhadap bobot seluruh parameter kiasifikasi ditetapkan
sebagai benkug

a)  Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleks:tas dan .
tngkat teknologi dengan boboi 0,25 :

i.  sederhana © 0 040;
ii.  Tidak sedethana 0 .70
ii.  Khusus 1,00.
b) Tingkat permanensi dengan bobot 0,20 :
i Darurat ' 0,40 ;
- ii.  Semipermanen - 070,
iii. Permanen . - 1,00,
c) Tingkat risiko kebakaran dengan bobot 0,15:
i.  Rendah ‘ - 040;
ii. ~ Sadang ) . 0,70;
fi. . Tinggi : 1,00.

d)  Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15 : -
i. ZonalV/Sedang 050; -

i.  ZonaV/kuat 070. -
e) Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan dengan bobot 0,10 :
i. - Rendah 0,40 ;
ii. Sedang 0,70 ;
ii.  Tinggi +.00.

f) Ketinggian bangurian gedung berdasarkan jumlah lapisftingkat
bangunan gedung dengan bobot 0,10; .
i. Rendah 0,40 { 1 Lantai s.d. 4 Lantai Y
ii. Sedang 0,70(5 Lantais.d. 8 Lantai %
ii. Tinggi . 1,00{Lebihda:i8 Lantai ).
o)) Kepemilikan® bangunan gedung dengan bobot 0,05:
i Negara, yayasan 0,40
i.  Perorangan 0.70;
iii. Badan Lisaha 1,00.

Indeks parameter waktu penggunaan bangunan aedung ditetapkan
untuk : .

a) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara
jangka pendek maksimum 6 (enam} bulan seperti bangunan
gedung untuk pameran dan mock up, diberi indeks sebesar
0,40;

b) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara
jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan
gudang Proyek, diberi indeks 5,70 ;

c) Bangunan gedung dengan masa pamanizatan Iebnh dan 3
(tiga) tahun, diberi indeks sebesar 1,00.



- Bangunan gedung di bav:sh permukaan tanah (basement). di alas/bawah
. permukaan air, prasarana, dan sarana umum, untuk bangunan gedung, atau

bagian bangunan gedung ditetapkan indeks. pengafi tambahan sebesar 1,30
untuk mendapatkan indeks erintagrasi.

Prasarana Bangunan Gedung : ) '

Indeks prasarana bangunan gedung rumah linggal lunggai sederhana
meliputi rumah inti {umbuh, rumah sederhana sehat, rumah derat
sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung
milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 0,00. Untuk
konstruksi prasarana bangunan gedung yanq lidak dapat dihitung dengan
satuan, dapat ditetapkan dengan persentase terhadap harga Rencana
Anggaran Biaya sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen).

BUPAT! LEBAK,
Capittd.

H. MULYADI JAYABAYA
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LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
Nomor : 9 Tahun 2010 )
Tanggal : 18 November 2010 ,
Tentang : Retribusi Perizinan Tertentu

DAFTAR KODZ DAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB ~

KODE _KETERANGAN _|INDEKS] KODE KETERANGAN . . TINDEKS
1000 | BANGUNAN GEDUNG 2000 | PRASARANA BANGUNAN.
. e e GEDUNG
1100 LJNGKUP PEMBANGUNAN 2100_ | LNGKUP PEMBANGUNAN i
111_0__ .} Pembangunarn Bary 100 2110 Pembanggqgg baru_ 1.00
1120 | Rehabilitasi/Renovasi | : 2120 Rehabilitasi _
1121 | Rehabilitasi/Renovasi 045 | 2121 | Rehabilitasi Sedang : 0.45
. Sedung )
1122 | Rehabilitasi/Renovasi Beral | 0.65 | 2422 Rehabn!nlasu Berat 10485
1130_| Pelestarian : i 2200 JEN!S PRASARANA
1131 | Pelestarian Pratama 065 | 2210 | Konstruksipembatas/ 1.00
- : penanan/ pe _ggman
1132 ! Pelestarian Madya 0.45 2211 ! Pagar
1133 | Pelestarian utama 030 : 2212 Tanggullrefammn wall —
1200 | FUNGSI 22ty Turap batas kavling/persil
1210 ! Hunian - 10.05/0 ;2214 -
: i.50° i
1 1220 Keagamaan . .000 2220 Konstruksn penanda masuk _: 100}
1240 Usaha _ 23007 2221 L -Gapua T
1250 Sos:al den budaya 0.00r 2222 - Gerbang !
- 100°°
1 1260 | Khusus 200 2223 e o
1270 " Ganda 4.00 2230 Konstruksi Perkerasan
1 1300 . KLASIFixaS! : 2231 -galan B
1310 ~ Kompieksitas 0.25 2232 - Lapangan parkir T
! 1311 Sederhana 0.40 2233 - .Lapanganupacara e
1312 Tidak Sederhana 076 2234 - Lapangan olahraga terbuka !
{1312 Khusus L1080 2235 o o
1320 Permanensi C.20 2240  Konstruksi Penghubung
321 | Darurat __ 040 2241 - Jembalan
1322 7 Semi Permanen 070 282 Boxguwen T
1323 Permanen 1002243 e ; .

1330 | Risiko Kebakaran 1015 2250 '""Kons’;tmks'i""“"idldn’i/}é's"é}{réi};’1".‘0'6"
E . .- bawah tanah '
ozest - Kelam rtenang

nenur_n '_ : SR
| Sedany 2252 - Kolam Pengolahanair |
Tinggi e N 72‘?3 __.__“:-Resorvo:ranr bawaht gh 1

1340 ; Zonasi Gempa o .1 * 2254 i -

1341 _{ Zona i/Minor 2260 | Konstruksi Menara 7 TG0
1342 | Zona IllMinor . 2261 . ~Menara antena

1343 | ZonaW/Sedang i _g_;_{o' ..2262  { “Menara reservoir .




1344 | Zona IVISedang {050 12263 [ -Cerobong

1345 | Zona ViKuat ' 1070 | 2264 | -t - -
11346 | Zona VI/Kuat : 1.00° | 2270 | Konstruksi Monumen 1.00
4350 | Lokast . (Kepadatan 0.10 22711 | -Tugu

bzgunan gedung) . 2272 ! - Palung

1 1351_| Renggang 040 12273 |- o _
1352 I Sedang - = 070 | 2280 | Konstruksi Instalasi . 1100
1353 ‘! Padat ;1100 | 2281 | Instalasi Listrik

1360 | Ketinggian Bangunan ‘| 2282 ! Instalasi Telepon/Komunikasi

' Geduny .

1361 | Rendah 040 | 2283 | instalasi Pengolahan

1362 | Sedang ’ 1070 [2284 | - '

1363 | Tinggi 1.00 2290 | Kontruksi  Reklame/papanl 1.00

i l nama ] .

1370 | Kepemilikan ___ 1005 '2291 1-Billboard -

1371 | Negara/Yayasan 040 | 2292 | - Pspanlkian

_1372 i Perorangan 070 {2293 . | -Papan Nama _

1373 | Badanllsaha . - 1.00 {2294 e ' i

| 1400 | WAKTU PENGGUNAAN’ _ ‘ ;

... ., BANGUNANGEDUNG ‘ S S
1 1410_; Sementarajangkapendek '} €40 ; B
11420 | Sementara jangka menengah 0.70 i S—
| 1430 ' Telap_ 1.00

CATATAN: 1) Indeks 0.05 untuk rumah tinggal funggal, meliputi rumah inli tumbuh,

rumah sederhana sehat dan rumah derel sederhana.

27"} Indeks 0.00 untuk bangunan gedung kanlo: milik Negara, kecuali
bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan umum dan jasa usaha,
s&ita bangunan gedung untuk instalasi dan laboratorium khusus.

3. Bangunan gedung. atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan
tanzh (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan saran2
umum diberi indeks r2ngali tampahan 1,30

4.**} Jenis konstruksi bangunan lainnya yang tennasuk prasarana bangunan
gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BUPATI LEBAK.

Caplttd.

H. MULYADI JAYABAYA
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LAMPIRAN VI PERATUPAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
Nomor :8Tahun2010 -
Tanggal  : 18 November 2010
. Tentang : Retribusi Perizinan Tertentu

DAFTAR KLASIFIKAS| PERUSAHAAN
BERDASARKAN INTENSITAS GANGGUAN

LB AAN YANG MENGGUNA '_'MEIN‘ADN'ANI i

G ANTING 1:

1 Industri pemkltan kendaraan bermotor ; .

2. Industri  tekstil (pemintalan, pertenunan pengelantangan, pencelupan
percétakan dan penyempurnaan)

3 industri farmasi’; )

4 Industri kimia ;

5. Industi semen: ) ;

6 Industri penyamakan/pengawetan kulit :

7 industri penggilingan batu

8. Industri kerlas/pulp ;

9. Industri batu battery ;

10.  Industi logam elektro platting/pencelupan logam ;

11, Industri separator accu;

12.  Industsi karoseri ;

13.  industri marmmer:

14.  Industri besi baja ;

15.  Industri minyak goreng ;

16.  Industi margarine ;

17 Industri pypuk ;

18.  Industri plastik :

19.  Industri peralatan rumah tangga ;

20.  Industri tepung beras :

21, Industri tepurg laploka

22, Industhi tepung ubi jatar ;

23.  Industri tepung ikan ;

24.  Industri kayu lapis ;

25.  Industri garmen dengan pencucian ;

26.  Industri tepung terigu ;

27.  Indusdi gula pasir ;

28.  Industri karet buatan ;

28.  ndusti pemberantasan hama ;

30. . Industri cat, pernis, lak ;

31, Industri sabun, tapal gigi ;

32. - Industri kosmetik ; -

33.  Industri perekat ;

34.  Industri baharn peledak ;
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'35.  Industri korek apl

36. ‘ndusti pembersahanlpenggmngan mmyak bumu
37.  Industri kaca lembaran :

. 38, Industri kapuys ;

39.  Industripengecoran ;
40 Industri logam ;

41.  Industri paku, engsel dan se;emsnya
42.  industri suku cadang ;

43.  Induslri mesin tekstil, mesin percelakan mesin 1ah|t dan se*emsnya

44,  Industr transformator dan se;emsnya

45.  Industri vulkanisir bar: ;

46.  ‘Indusiri panel fistrik ;

47.  Industri kapaﬂperahu

48.  Industri kendaraan roda dua atau Iebnh

49.  Industri komponen dan perlengkapan kendaraan bennotor
50.  Industri sepeda ; .

51, Industri pembekuan/pengalengan xkanfudang

£2.  Industri-pencelupan ;-

- 53.  Industri batik cap ;

54.  Industri pengasapan karet, remiling dan crumb rubber ;
55. -industri peti kemas ;

56.  Industi minuman ;

57. Pabrik teh;

58. Pabrik tahu ;

59. Pabrik ban;

60.  Pabrik enternit ;

61.  Pabrik sepatw/sandal :

62.  Bengkel kendaraan bermotor ;

. 63.  Bengkel bubut ;

64.  Rumah potong hewan ;

65.  Pabrik soun, bihun, mie, makaroni, spaghelti, dan sejenisnya ;
66.  Pabrik minyak jarak/kelapa sawit :
57.  Industri makanan ternak ;

68. SPBU;

69.  Pertambangan emas ;

70.  Pembangkit tenaga listrik

71.  Gardu induk listrik ;

72, Industri AMP ( asphalt mixing plant ) ;
73.  Industri briket batubara ; dan

74, Perusahaan Bahan Bangunan.

PERUSAHAAN YANG MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS
GANGGUAN SEDANG -

Pabrik minyak kayu putih ;

Percetakan ;

Industri bumbu masak ;

Industri pengolahan dan pengawelan daging ;

B
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Industri pengolahan buah-buahan dan sayur-sayuran ;.

Industr; pengupasan dan pembersihan kopikacang-kacanganfumbi-umbian

Industsi roli, kue dan sejenisnya ;

industsi gula merah ; '

industri bubuk cokeiat :

Industri rokok putih ;

Industri pemintaicn benang :

industri pertenunan ;

Industri pengelamnangan ; .

indusksi percetakan dan penyempurnaan lekstil ;
Industri batik printing ; ' -
Industri karung goni, karung plasti dan sejenisnya ;
Industri penggergajian Kayu ; ‘
Industri tinta ;

industri porselen ;

Industri barang gelas -

Indust:i alat pertanian dan pertukangan :

Industri alat komunikasi :

. Industri alat dapur dari almunium -

Industri komponen elektronika :

Industri kabef iistrik dan telepon ;

Industri lampu dan perlengkapannya :

Industri alat folografi ;

Industri penggilingan padimuller :

Ingustri susu ;

Peiusahaan pencucian kendaraan ;

Pe:usahaan bahan bangunan yang menggunakan mesin ;
Bengkel fas.

r
GANGGUAN KECHL :

PoEoNOOAWLWN =

Pabrik bata merah/batako ;
rabrik es batu | -
Pabrik garam ;

Pergudangan ;

Tambak udang ;

Perusahaan strum accu -
Konveksi ;

Industri kerajinan rumah tangga :
Industri perakitan eleklronik ;
Industri sirup ;

Tndustri perajutan ;

Industri permadani ;

Industri kapuk ;

Industri garmen tanpa pencucian ;
Industri kerupuk ;
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16.  Industri kecap atau tauco ;
17. - industri petis atau terasi :

- 18.  Industri pengeringan dan perigolahan lembakau ;

19.°  Industri alat musik :

- 20.  Industr mainan anak-anak

21, Industsi alat-alat tuhslgambar
22 ndusini permata/peihiasan ;
23..  Industri jamu ;

"~ 24.  Perusahaan Kateﬁng: :

25. Bioskop ; '
26.  Industrd radio, telev:sv dan sejemsnya

PERUSAHAAN YANG TIDAK MENGQQNAKAN MESIN DENGAN lNTENSlTA§

CANGGUAN BESAR/TINGG: SE ARITING

Hotel bertaraf mtemasional :
Restoran ;

Bengkel kendaraan bermotor ;
Pembibitan ayam ras ;-
Rumah sakit ;

Pelernakan kera ;
Peternakan ayamlunggas
Peternakan sapi perah
Rumah potong unggas ;

0. Rumah/gedung walet ;

1 Toko emas/permata ;.

Bl *2L ")

1 Peruszhaan goreng bawang ;
2. Supermarket/swalayan ; dan
3 Distributor.

PERUSAHAAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS

GANGGUAN KECIL ;

Industr kerajinan rumah tangga ;

Hotel melatiflosmen/penginapan ;
Tempat rekreasi ;

Rumzh barsahn/balat pengobatan swasta ;
Kolam renang ; :

Perusahaan meubeuleir ;

Perusahaan batik ;

NSO AW -
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10.
1.

Pabrik tempefoncom ;

Billiard ; ‘ ' :
Gedung olahraga yang dikomersilkan ; dan
WC yang dikomersitkan, -
BUPATI LEBAK,
. ‘ -» Caplitd.

H. MULYADI JAYABAYA

USYJAN EFFENDI

CRAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2010 NOMOR 9.



